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SALINAN  

 

 

BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 47 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang  : a.  bahwa dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam 
Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, maka perlu disesuaikan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat; 

 

 b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah 

dilakukan penyesuain kembali ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi 

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4937); 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negarab Republik Indonesia Nomor 
5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 

1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 

1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di 
Jalan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai; 
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20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas 
Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. 

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau 

Morotai. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pulau Morotai. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk 

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

8. Tempat Khusus Parkir Insidentil adalah penyediaan tempat pelayanan 

khusus parkir yang diadakan pada saat-saat tertentu karena adanya 

kegiatan yang sifatnya insidentil. 

9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 

pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan 

tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 

kabel. 

10. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga 

manusia. 

11. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

12. Sedan adalah salah satu jenis mobil penumpang yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) tempat duduk termasuk tempat duduk 

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 

bagasi. 

13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi 

atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

14. Pick up adalah satu jenis mobil barang yang dibatasi dengan dimensi 

dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tidak melebihi dari 

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

15. Truk adalah salah satu jenis mobil barang yang dibatasi dengan dimensi 

dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 (tiga 

ribu lima ratus) kilogram. 

16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya 

ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 
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17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk 

mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri 

dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 

18. Parkir Berlangganan adalah pembayaran retribusi pelayanan parkir di 

tempat khusus dengan sistem pembayaran 1 (satu) bulan sekali. 

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

20. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

21. Retribusi tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut retribusi, 

adalah pungutan daerah atas jasa tempat khusus parkir yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRT, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok Retribusi yang terutang. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 

lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak 

atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 
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30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 
RETRIBUSI 

 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal 2 
 

Setiap orang pribadi atau Badan yang menikmati/memanfaatkan pelayanan 

pemakaian Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi 

Tempat Khusus Parkir. 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi : 
a.  tempat khusus parkir yang dibangun dan/atau disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten; dan 

b.  fasilitas tempat khusus parkir insidentil. 

(2)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

 

Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan 

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten. 

 
Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

Pasal 5 
 

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 
 

Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 6 
 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat, fasilitas dan jangka 

waktu penggunaan fasilitas serta frekuensi. 

 
Bagian Keempat 

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan 
Besarnya Tarif Retribusi 

 

Pasal 7 
 
(1)  Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
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(2)  Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 8 
 
(1)  Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. untuk truk gandeng, mobil bus besar dan kendaraan lain yang sejenis 

sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); 

b. untuk truk, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan kendaraan lain yang 

sejenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); 

c. untuk sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 

2.000,00 (dua ribu rupiah); 

d. untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); 

e. untuk sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); dan 

f.  untuk kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan 

retribusi tambahan sebesar 100% (seratus persen). 

(2)  Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir yang dikelola 

oleh pihak swasta mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Pasal 9 
 
(1)  Selain retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah 

Kabupaten menyediakan cara parkir berlangganan. 

(2)  Ketentuan-ketentuan tentang parkir berlangganan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keenam 

Peninjauan Tarif 

Pasal 10 
 

(1)  Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali 

paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Ketujuh 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 11 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah. 

 
Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 12 

(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
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(2)  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

(3)  Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4)  Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

didahului dengan Surat Teguran. 

(5)  Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
 

Bagian Kesembilan 
Keberatan 

Pasal 13 
 
(1)  Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu 

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan di luar kekuasaannya. 

(4)  Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan 

Wajib Retribusi. 

(5)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 

pelaksanaan penagihan Retribusi. 

 

Pasal 14 
 

(1)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan 

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan 

harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3)  Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang 

terutang. 

(4)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 15 
 
(1)  Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 

(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 
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Bagian Kesepuluh 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

Pasal 16 
 
(1)  Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah 

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4)  Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi. 

(7)  Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kesebelas 

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan 
Pembebasan Retribusi 

Pasal 17 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan 

Retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan 

Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kedua belas 
Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 18 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 

(2)  Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
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(3)  Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 

Surat Teguran tersebut. 

(4)  Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya 

kepada Pemerintah Daerah. 

(5)  Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal 19 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah 

yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Ketigabelas 

Instansi Pemungut 

Pasal 20 

Instansi pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas 

Perhubungan. 
 

 
BAB III 

PEMERIKSAAN 

Pasal 21 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan retribusi. 

(2)  Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 22 
 

(1)  Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif 

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(3)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB V 

SANKSI 

Pasal 23 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah dapat diberikan sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi penyitaan 

kendaraan. 

(3) Sanksi penyitaan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat 

dikembalikan kepada pemilik setelah melunasi kewajiban retribusi 

ditambah dengan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

(4) Kendaraan yang di sita tidak dilunasi oleh pemilik akan dilelang sesuai 

dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hasil lelang 

tersebut dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong dengan biaya 

retribusi dan biaya lainnya. 

BAB VI 
LAIN-LAIN 

Pasal 24 
 
Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Bupati ini 

diatur dengan Keputusan Bupati. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai. 

 
Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 12 November 2018 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
                    

                  ttd 

          

        BENNY LAOS 
Diundangkan di Morotai Selatan 

pada tanggal 12 November 2018 
 

SEKERTARIS DAERAH 

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 
 

               ttd 
 

MUHAMMAD M. KHARIE 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 47 
 

 


